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Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) tidak hanya memengaruhi gaya
hidup masyarakat, tetapi juga keputusan seseorang dalam menyelenggarakan
pernikahan. Dorongan untuk mengikuti tren dan memenuhi ekspektasi sosial
sering kali menyebabkan calon pasangan mengabaikan kesiapan ekonomi
sehingga menimbulkan berbagai persoalan setelah pernikahan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implikasi fenomena Fear of Missing Out (FOMO)
dalam pernikahan ditinjau dari perspektif Magashid Syariah serta menganalisis
pedoman Hukum Keluarga Islam dan hukum positif dalam mencegah pengaruh
fenomena tersebut terhadap keputusan menikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Fear of Missing Out
(FOMO) memengaruhi pengambilan keputusan sebelum menikah sehingga
penyelenggaraan resepsi lebih didasarkan pada keinginan mengikuti tren daripada
kesiapan membangun rumah tangga. Ditinjau dari perspektif Magashid Syariah,
kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga
agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), keturunan (kifz al-nasl),
dan harta (kifz al-mal). Hukum Keluarga Islam dan hukum positif melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman agar
keputusan menikah didasarkan pada kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan,
bukan semata-mata karena tuntutan sosial.
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